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PEMERINTAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il
MOJORKERTO

DPERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT II MOJOKERTO

-
.

NOMOR 6 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DBN TATA KERJA

DINAS PERTANIAN DAERAH
KOTAMADYR DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MGJOKERTO

1.

. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemer intahan

dan pembangunan, maka perlu diarahkan pada peningkatan pelak-
sanaan titik berat Otonomi yang nyata, dinamis dan bertang-
gung Jawab yang dapat menjamin perkembangan dan Pembangunan
Daerah ;

. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah

sebagaimana dimaksud huruf a Konsideren ini serta guna pelak-
sanaan azas dessntralisasi, dilakukan penataan kembali pe-
nyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat
1 Jawa Timur dalam bidang pertanian, sehingga untuk selanjut-

nya menjadl urusan rumah tangga Daerah ;

. bahwa sehubungar dengan maksud huruf g dan b Konsideren ini

dan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Yyang
sebesar-besarnya untuk pengembangan pertanian serla pening-
katan pelayvanan kepada masyarskat, dipandang perlu menetapkan
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertani-
an Daerah Fotamadya Dasrah Tingkat 1T HoJjokerto dengan me-

nuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di iaerah ;

Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Xota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timar/Javas

Tengah/Jawa Barat ;

. Peraturan Pemer irmtah Nomor 35 tahun 1951 tentang Pelaksansan

Penyerahan Ssbhadian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan

Pertanian kepada Fropinsi Jawa Timur ;
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10.

il

1z2.

13.

14.

. Peraturan Mecier; Dalam Negeri Nomor 4 tabun 1

. Deraturan remerintah Nemor 47 tahun 1982 tenlang P rulahiatr

Batas Wilaysh Kotamadya Daeral: Tingkat II Mojokerto ;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 14 tahun 1974  tentang

Bentuk Peraturan Daerah ;

i
-3
831

tentang
Tata Cara Pelaksanadn Penyerahan Urusan-urusan dard Daerah

Tingkat 1 kepada Daerah Tingkat IT ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomoxr 362 tahun 1977 tentang

Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang

Pedbméh'Pénmentukan, Susunar Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tiamur Nomox
4 tahun 19895 tentang Penyerahan -Sebagian Urusan FProplosi
Daeran Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanien Tanaman

Pangan kepada Daerah Tingkat IT ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor
5 tahun 1569 tentang Penyershan Sebagian Urusan Propinsi
Daerah Tingkat T Jawa Tirmur dalam Bidang Perkelunan kepada
Daerah Tingkat II ;

-

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor
6 tahun 1589 tentang Penyerahan Sebagian Urusan FProgplnsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada
Daerah Tingkat 11 ;

-

Peraturan Dasrah Propinsi Daerah Tingkat T Jawa Timur Nomor
7 +taYwun 1989 tentang Penyerahan Sebaglan Urusan Propinsi
Daeran Tingkat I Jawa Tirmur dalam Bidang Perikanan kepada
Daerah Tingkat II ;

Keputusan Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timix Homor
568 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Deexah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timuar Mowor 4 tzhun 1589
tentang Penyerahan Sebagisn Urusan Propinsi Dacrah Tingkal I
Jawa Timur dalawm Bidang Pertanian Tanawain Uangan Repada

Daerah Tingkat TII ;

Keputusan Cubernur Kepala Daersh Tingkat i Sawa Tismw:  Honor

587 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan basrah

Lis

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timuz Nomor 5 tahan 1498

[

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingket

Jawa Timur dalanm Bidang Perkebunan kepada Daerah Tinakat I
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15. Keputusan OCuiernar Hepala Daerah Tingkat I Jaws Tlemr  Yomox
588 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Ltahun 1989
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingiat 1
Jawa Timur dalam Bidang Perternakair kepada  Daerah
Tingkat II ;

16. Keputusan OGuberiar Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timor Howoer
589 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daeran
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1589
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingkab I

Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkai II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat TI
Mojokerto ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG FEMBEN-
TUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA GINAS PERTANIAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
{1} Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

a. Pemerintah bPaerah, adalah Pemer 1ntah Kotamadya

Daerah Tingkat II Mojokexrto ;

b. Kepala Dserah, Walikotamadya Xepala Deerah Tingkat ifI

Mojokerto ;
c. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojckerio ;

d. Dinas Pertanlan Daerah, adalah Dinas FPertanian Da=r-h

Kotamadya Daerah Tingkat I1 Mojokerto ;

e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian bDaerah Kots-

madya Daerah Tingkat II Mojokerto.
(2} Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pengertian

&. Pertanian, adalah Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan,

Pertanlan dan Perikapan ;
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b.

h.

Tonamar  Parggain, sdalsl mellpubi o sefua

o
tai

LT 3 oay e
e ar iadl

atau Jenis tanaman-tanaman padi, palawija dan nortikul-

tura serta segala mac™ aspeknya ;

Tanaman Padl, adalah meliputi jenis tanaman padi di sawah
atau di tegal ;

Tanamd;: pPalawija, adalah meliputl Jjeunis Lanaman  Jagung,
tanaman  ubi-ublan, tanaman kacang-Kacangen di o sawsh

pongairan, sawah tadsh hujan, tegal dan peskarangan ;

Tanaman [Ivotikeltura, adajah melipucl  jenis  tanaman
sayur-sayuran, tanaman hias di sawah pengairan, sawih
tadah hujan, tegal dan pekarangan ;

Petani Perkebunan, adalah petanl perorangan yang pengusa-~

hakan tanaman perkebunan termasuk kategorl perkebunzan

rakyat ;

Usaha Tani Perkebunan, adalah usaha berproduksi dengan
jenis-jenis tanaman perkebunan yang ditujukan untox
keperluan pasar (diperdagangakan) yang dilaksandkan oleh
petani perkebunan ;

Perkebunan [Hakyat, adalah setiap usaha perkebunsn yang
tidak termssuk perkeburan besar ;

Perkebunan, adalah parkebunan rakyat ;

Ternak, adaich hewan piaraan yvang hidupnya yakni menge:

tempst  porkenbangblakannya serta manfaatnya diatur dan
diawasl oleh manusia serta dipelihara khusus sebagal
penghasii bahan-bahan dan jasa-Jasa yang berguna bagl
kepentingan hidup manusia ;

Peternak, adalah orang atau badan hukum dan atau buruh
peternakan, y=ng mata pencahariannya sebagian atag szlu-
ruhnya bersunber dari peternakan ;

Peternakan, alalsh pengusaha ternak ;

Perusahaan Pzternaken, adalah usaha peternakan  yanqg
dilakukan ditenpat tertentu serta perkembangbiakan tornds

dan manizatave diatur dan dilawasi oleh peternak ;

Abtropozoonoslis, adalan penyakit yang dapat menular dari

hewar pada rantslia dan sebaliknya ;

0. Kesenstan pasysrakat Veteriner, adalah segala urusan vany

berbubungan  Jdengarn hewar: dan bahan-bahan  yang berasal

dari Thewan, yardg secara langsung atau  tidak  langsung

mempeneanat. Kesehatan manusia
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L. PerikaEnss:, adaiah sedumla nedisblin weiacgrep,  elelilmia

4
hasil perairan yang berasal dari zir tawar ;

g. Petanl ikan, adalah mereka yang pengbidupannya seiuruh

atau sebagian besar memelihara ikan atau hasili peralran

lainnya ;

r. ¥Nelayan, adalah nereka yang penghidupannys selurun  ateu
sebagaln rkesar menanckap 1lkan ataw hasil  perairan
lainnya ;

S. Hasil perorangan, adalah zemua hasil perziran yang ber-
asal dari air tawar yang berupa ikan, tumbuh-tumbuhan dan
benda-benda lain bukan ikan seperti Kkatak, bekicol,
kerang-kerangan dan biocta perairan lainnya ;

t. Pengusaha Perikanan, adalah opengusaha yang  bergerar
dibidang produksi dan pemasaran hasil-hasil peralran yang
secara ekonoml dan teknis mempunyai pengaruh terhadap

pembindan dan pengembangan perikanan dalam artl luas ;
BAB II
PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dinas Pertanian
Daerah sebagal unsur pelaksana di bidang pertanian dengan orua-
nigasi dan tata kerja sebagaimana diatur Jslam Peraturan [Daerzh

ini.
BABR IIr
KEDUDUKXAN, TUCAS POKOX DAN FUNGST

Paszal 3
{1} Dinas Pertanian DOaerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah
Daerah ;
(2) Dinas Pertanian Daeral dipimpin oleb seorars Kepala Dlinas
yang berada dibawanh dan bertanggung jawab langsuny kepada
Kepala Daerah.

bBasa

Lo

(1} Dinas Pertanian Daeral: sempunyal buoas Dokl
ol ¥ . L

a. meiaksanakan cSebagian orusan  rusah tangoa (economl)
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Paperintar faeran Salam bDidang perlaoizn
b. melaksanakan tugaes perbantuan yang menyangkut bidang
pertanian yang diserahkan oleh Kepala baerah kepada
Kepala Dinas.
{2) Rincian tugas pokok dimeksud pada ayat (1) Pasal inl meli-

puti

a. melaksanakan urusan dalam bidang teknis dan produksi ;
b. melaksanakan urusan dalam bidang sosial ekonoml ;

o. melaksanakan urusan dalam bidang penyuluhan ;

d. melaksanaken urusan dalam bidang pengawasan dan pengenda-

lian ;

e. melaksanakan urusan dalam bidang Informasi Data Statis-
tik ;

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan

Daerah ini, Dinas Pertanian Daerah mempunyai tugas :

a. perencanaan yaitu segala urusan dan kegiatan pengumpulan
data, pengolahan data, p=nilaian dan penyusunan rencana pro

gram dan proyek untuk pelaksanaan tugas pokok ;

b. pelaksanaan yaitu segala usaha dan keglatan untuk melaksana-—
kan kebijaksanaan sesual dengan rencana vang telah ditetap-

kan ;

c. pembinaan yaitu segala usaha dan keglatan penyuluhan kearah
peningkatan produksi dan mutu hasil  pertanian, perbaikan
tatalaksana dan penasaran hasil perianian ;

d. pengavasan yaitu segala usaha dan keglatan untux melaksanakan
pencamanan atas pelaksanzan tugas pokuk sesual dengan  per-
aturan perundang-undangan yang berlaku ;

e. administrasi vaita segala usaha dan kegiatan dibidang ketata
usahaan umum, Kepegewalan, periengkapan dan keuangan ;

F. Koordinasi yaitu secala vsaha dan kegiatan untuk  mengsdakan
hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansl lain,

guna kelancaran pelaksaraan tugas.

SUSUNAN CRGAIISALT

Pasal &
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rasal o

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Deerzh terdirl dari :
a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
b. Unsur Pembantu yaitu Sub Bagian ;

c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi ;

Pasal ‘ 7

{1) Ssub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a,

dan ¢ Peraturan Daerah ini adalah :
&. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi Bina Program ;

c. Seksi Pertanian Tanaman Pangan ;
d. Beksi Perkebunan ;

e. Seksl Peternakan ;

f. Seksi Perlkanan.

(2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayst (1) Pasal ini,
masing-masing . dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksli yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 8
Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan urusar tata usaha umam, tata usaha kepe-

gawalan, tata usaha keuangan dan tata usaha perbekalan ;
b. melaksanakan urusan rumsh tangga Dinas Pertanian Daerah ;

c. melaksanakan urusan keamanan kedalam terhadap personil,

meterial, finansial dan informal ;

d. mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam

rangka tukar-menukar dan pemberian informasi ;
e. melaksanakan tugas-tugas protokoler perjalanan Dinas ;

f. melaksanakan tugas-tugas dibidang organisasi Tatalaksana dan

aktivitas peningkatan aparatur Pemerintah ;

g. menyelenggarakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan bidang
pelaksanaan organisasi, tata usaha umom, tata usaha kepega-
waian, tata usaha keuangan dan data usaha perlengkapan serta

kerumahtanggaan ;
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. melaksanskan tugas-tugas lain ysng Giberiran olen Hepala

Dinas.

Pasal S

Sub Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) Urusan :

. Urusan Umum ;
. Urusan Kepegawalan ;

. Urusan Keuangan.

Pasal 1C

Urusan Umum mempunyal tugas

&.

joN]

menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan

Dinas Pertanian Daerah ;

. membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan —administrasi

Dinas Pertanian Daerazh ;

. menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip

statis ;

. menyeienggarakan urusan rumah tangga serta urusan per jalanan

dinas ;

. menyelenggarakan persiapan  upacara-upatara, pertemuan—

pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan

dan pengaturan tamu ;

. merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian

barang-barang keperluan Dinas Pertanian Dagrah menurut keten~
tuan yang berlaku ;

. menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyinpanan dGan

distribusi barang-barang Dinas Pertanian Daeran ;

. mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lainnya ;

. mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Dinas

Pertanian Daerah serta menyelenggarakan keamanan kantor dan

informasi kedinasan ;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang adminstrasi

perkantoran dan perlengkapan ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.

Pasal 11
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.

Pasal 1i

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha Kepegawalan Yyang

meliputi pengumpulan data kepegawalian, buku induk pegawal,
pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembi-

naan karier dan pensiun pegawai ;

. menyelernggarakan perencanaan kebutuhan pegawal ;

mengurusi kesejahteraan pegawal misalnys pengadaan fasilitas

perumahan, kesehatan, pemberian tanda Jasa dan lain-lain ;

. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan  dan

disiplin pegawai ;

. menchimpun dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-

undangan ;

memberikan pelayanan hukum dalam lingkungan Dinas Pertanian
Daerah ;

. menghimpun, mengatur dan mensistematisasikan data ataw infor-

mnasi ;

melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan organisasi, tata
kerja, sistem dan cara kerja, serta menyelenggarakan tugas-
tugas peningkatan hasil guna (efisien) aparatux pemerintahan,
terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanen dibidang perta-

nian ;

. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dbidang pelaksandan

organisasi, tatalaksana dan adninistrasi kepegawalan ;

. nelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

Urusan Keuvangan mempunyai tugas :

. menghimpun dan mengelah bahan-bahan untuk menyusun anggaran ;

menyiapkan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belania

Dearah Dinas Pertanian Daerah ;

. mergolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Daerah ;

. menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi serta perhitu-

ngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian
Daerah ;

. menyelengoarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawal ;
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f. mengurus keuangan pecjalanan dinas, ey L E5a 1ka L LATan

ganti rugi serta beaya-beaya lain sebagal pengeluaran dinas ;

g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidamng ke-

uangan ;

h. meiaksanzkan tugas-tugas lain yanyg diberikan oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha.

Pasal 13
Seksi Bina Program mempunyal tugas
a. mengumpulkan, mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan
program ;
b. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program proyek ;

c. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhecsp

pelaksanaan program dan proyek ;

d. mengolah, menyajikan mendemontrasikan data dasar dan date

hasil pembangunan ;
e. menyusun laporan pelaksansan program dan proyek pembangunan ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olen Kepala

Dinas.

Pasal 14
Seksi Bina Program membawzhi 3 (tiga) Sub Seksi :
a. Sub Seksi Data dan Statistik ;
b. Sub Seksi Indentifikasi dan Perumusan ;

c. Sub Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

Pasal 15
Sub Seksi Data dan Statistik mempunyal tugas :

a. menghimpun, mengolah, menyajikan dan mendokumentasikan serta

menganalisa data statistik ;

b. nmenginventarisasi serta mensistematisasikan data tentarnyg

pertanian ;

o. penyusunan data statistik tentang jumlah pertanian dan pro-

duksi pertanian ;

d. membuat perkirasn perhitungan angka produksi semeniara dan

tetap tingkat desa dan Daerah ;

e. menyusun rencand sasaran produksi pertanian ;
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. menyelenggarakan ruang data yang Lerisi penvajlan den  infur-

masi ;
nelaksanakan Lugas-tugas laln yang diberikan olerr Kepala
Seksi Bina Program.

Pasal 16

Sub Seksi Indentifikasi dan Perumuséan mempunyal tugas

. melaksanakan pengamatan dan penelitian dibidang pertanian ;

. menelaah, menganalisa dan mengidentifikasikan pelaksanaan

program dan proyek ;

menghimpun semua permasalahan serta usulan-usulan dari Seksi-

Seksi atau Unit Kerja lain yang terkait ;

. mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan  penyusunan

program, proyek dan kegiatan dibidang pertanian ;

. bersama urusan keuwangan mempersiapkan  penyusunan  Arwyzaran

Pendapatan dan Belanjae daerah sesual dengan pregram dan

prayek ;

. menyiapkan pengusulan produk hukum dibidang pertanian terma-

suk pengutan dan pengaturan retribusi atau péjék yarng belum

diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tinur ;

. melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Fepala

Seksi Bina Program.

Pasal 17
Sub Seksl Bvaluasi dan Pengendalian mempunyal tuges

melaksanakan evaluasil dan penilzaian terhadap pelaksanaan

1

program, proyek dan ke minn cembanqunan pertanian ;

. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program, provex

dan kegiatan pembangunan ;

. menyusun laporan hasil-hasil pelaksahaan program, proyex dan

kegiatan pembangunan ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan colehh Fepalsz

Seksi Bina Program.

Pag&]_ 15

Seksi Pertanlan Tanaman pancan femplipal oo
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dalam bidang bina produksi, kegiatsn penyuluhan dan usaha
tani, serta keglatan perlindungan tanamsn pangan dan pengem-—

bangan lahan ;

. mengenalkan, menggunakan dan mengintroduksi Dbenih berlabel

serta melakukan bimbingan untuk pengembangan — teknologi
produksi padi, palawija dan hortikultura ;

wmenylapkan bahan-bahan dan upaya-upaya untuk pengembangan
metode dan pola penyuluhan dalam upaya peningkatan pendapatan
petani ;

melakukan bimbingan dibidang pengembangan peralatan dan mesin
pertanian ;

menantau dan wengawasi pelaksanaan KReglatan perlindungan
tanaman pangan yang meliputi peredaran, penyimpanan dan
penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan  Jasad
pengganggu serta bencana alam berdasarkan ketentuan yang
berlaku ;

melaksanakan bimbingan usaha pengembangan teknis penggunaan
air, bimbingan dalam pengelolaan air irigasi yang efisien,

dan pengembangan sumber air ;

. melaksanakan bimbingan teknis wusaha perluasan lahan dan

usaha-usaha pertanian tanaman pangan diwilayah pengembangan

lahan, serta pembinaan teknis pada calon transmigran ;
melaksanakan pemantauan, penilaian, mengevaluasi dan pela-

poran tentang program intensifikasi penyuluhan dan usaha

tani, serta perlindungan dan pengembangan lahan ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Pasal 19

Seksi Pertanian Tanaman Pangan membawani 3 (tiga} Sub

seksi :

a.

b.

c.

Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tanl Tanaman Pangan ;
Sub Seksi Perlipdungan dan Pengembangan Lahan ;

Sub S=ksi Bina Produksi Tanaman Pangan.

Pasal 20

Sub  Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tani Tanaman Pangan

menpunyal tugas :
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. menyelenggarakan ruang data yang berisi penvajian den  infor-

masi ;
melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan  oleh Kepala

Seksi Bina Program.

Pasal 1b
Sub Seksi Indentifikasi den Perumusan mempunyal tinges
melaksanakan pengamatan dan penelitian dibidang pertanian ;

menelash, wmenganalisa dan mengidentifikasikan pelaksanaan

program dan proyek ;

. menghimpun semua permasalahan serta usulan—usulan dari Seksi-

Seksi atau Unit Kerja lain yang terkait ;

. meppersiapkan bahan-bahan untuk  perumusan dan penyusunan

program, proyek dan Keglatan dibidang pertanian ;

. bersama urusan KXeuangan mempersigpkan  penyusunan  Anggsran

Pendapatan dan Belanja daerah sesuai dengan program can
proyek ;

menyiapkan pengusulan produk hukum dibidang pertanian terma-
suk pengutan dan pengaturan retribusi atau ﬁéj&k yang belun

diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yeng diberikan oleh Fepaia

Seksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Evaluasi dan Pengendalilan mempunyal tudas

. melaksanakan evaluasi dan penilalan terhadap pelaksanaan

program, proyek dan reg'TUIn senbangunan pertanian ;

mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program, provel

dan kegiatan pembanguinan ;

. menyusun laporan hasil-hasil pelaksansan prograr, proyeX dan

kegiatan pembangunan ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Vepaiz

Seksi Bina Program.

Pasal 18

Seksi Pertanian Tanaman pancail Bempllhy3i Lug.
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dalam bidang bina produksi, kegiatan penyuluhan dan usaha
tani, serta kegiatan perlindungan tanaman pangan dan pengem-—

bangan lahan ;

b. mengenalkan, mnenggunakan dan mengintroduksi benlh berlabel
serta melakukan bimbingan untuk pengewbangan  teknoicgl
produksi padi, palawija dan hortikultura ;

c. menyiapkan bahan-bahan dan upaya-upaya untuk pengembangan
metode dan pola penyuluhan dalam upaya peningkatan pendapatan
petani ;

d. melakukan bimbingan dibidang pengembangan peralatan dan mesin
pertanian ;

e, memantar dan mengawasi pelaksanzan kegiatan perlindungan
tanamar pangan yang meliputi peredaran, penyimpanan dan
penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan  Jasad
pengganggqu serta bencana alam berdasarkan ketentuan yang
berlaku ;

f. melaksanakan bimbingan usaha pengembangan teknis penggunaan
air, bimbingan dalam pengelolaan air irigasi yang efisien,
dan pengembangan sumber air ;

g. meiaksanakan bimbingan teknis usaha perluasan lahan dan
usaha-usaha pertanian tanaman pangan diwilayah pengembangan
lahan, serta pembinaan teknis pada calon transmigran ;

h. melaksanakan pemantavan, penilaian, mengevaluasi dan pela-
poran tentang program intensifikasi penyuluban dan usaha
tani, serta perlindungan dan pengembangan lahan ;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KXepala
Dinas.

Pasal 19
Seksi Pertanian Tanaman Pangan membawahl 3 (tigal Sub
seksi :

a. Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tanl Tanaman Pangan ;

b. Sub Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan ;

C. Sub S=ksi Bina Produksi Tanaman Pangan.

Pasal 20

Sub Seksi Penyuiuhan dan Bina Usaha Tani Tanaman Pangan

mempunyali tugas :
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a.

pembimbing Gan membina dinamika kelompok tani, relembagaai
tani dan kader-kader tani, dengan mengembangkan alih teknolo-
gi tepat guna dan menyelenggarakan latihan atau kursus
ketrampilan sub sektor pangan yang memberi nilai tambah bagi
petani ;

. menyelengoarakan temu konsultasi dan diskusi antar petani,

antar petani dengan aparat pembina dan antara petani dengan
pengusaha ;

. mengolah buku-buku, majalah, foto atau brosur~brosur lainnya

dalam bentuk atau wadah perpustakaan untuk kepentingan
penyuluhan dan bimbingan tani dan kelompok tani ;

. menyusun perencanaan teknis penyuluhan dengan memiliih, meng-

kaji, menentukan sistem, pola dan methode serta menylapkan

materli penyuluhan tanaman pangan ;

. memberikan rekomendasi terhadap pengembangan teknologi dan

pengolahan hasil tanaman pangdn, baik kepada petani, kelompok

tani maupun perusahaan ;

. meiaksanakan bimbingan pengembangan sistem pemasaran dan

membina promesi perluasan pasar hasil pertanian tanaman
panyan pada petani, kelompok tani dan badan nukwun yang ber-
gerak dibidang pertanian tanaman pangan ;

. melaksanakan pengamatan dan analisa untuk keperluan pember ian

rekomendasi perizinan dibidang produksi pertanian tanaman

‘pangan dan perumusan persyaratan dan prosedur-prosedur peri-

zinan pertanian yang belum dipedomi ;

. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilain dan pelaporan

tentang pelakanaan latihan atan kursus, kegiatan tata atau
sarana penyuluh, serta bimbingan pasca panen, pemdsaran
mauptn pemberian perizinan usaha bidang pertanian tanaman

pangan ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oieh Kepala

Seksi Pertanilan Tanaman Pangan.

Pasal 21

Sub Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan mempunyal

tugas :

A.

melaksanakan pengumpuian data, mengevaluasi, melakukan penga-
matan dan survey_keadéan hamz penyakit dan iklim, melakukan
diagnosa keadaan bam@idan penyékit, serta menyebarkan infor-
masi tentang situasi héma penyakit yaﬁg akan datang ;
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. memberi bimbingan pelaksanaan peisrdpan model pengamavan  dan

methode pengambilan contoh serta bimbingan teknis pelaksanaan
pengendalian dan penaggulangan hama penyakit tanaman pangan,
hama qudang, gulma serta bencana alam ;

melaksanakan pengawasan tentang peredaran, penylmpanan dan
pengurman sarana pengendalian dan penaggulangan jasad penang-

guiangan tanamanh pangan ;

. memantau, mengawasi mutu, residu dan pengarunh sampingan

tentang penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan
jasad pengganggu tanaman pangan ;

. merencanakan persiapan &an bimbingan teknis rehabilitasi

lahan kritis, pengendalian erosi Gan pengawetan tanah serta
materi kegiatan, rencana kebutuhan sarana produksi dan alat-

alat pertanian bagi calcen tansmigran ;

melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kegiatan yang
bekaitan dengan konservasi tanah, penggunaan air di  tingkat
usaha tani dan usaha pembukaan atau pengembangan lahan perta-
nian serta penerapan teknologi usaha tani bagi calon tansmi-

gran ;

. menyiapkan bahan untuk pengolaban penggunaan air dan bimbi-

ngan dalam rangka pemanfaatan kegiatsn kelembagaan petani

pemakal air ;

. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan tentang penye-

disan, penyimpanan, peredaran, penggunaan sarana dan penang-
gulangan hama penyakit dan gulma serta bencana alam pada

tanaman pangan ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yeng diberikan oleh Kepala

Seksi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 22

Sub Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyail tugas :

. menyiapkan, memantau dan melakukan bimbingan teknis dibidang

pengembangan teknologi produksi padi, palawija dan hortikul-

tura, serta peningkatan dan pengembangan mutu gizi ;

. melaksanakan pemantauan dan bimbingan dalam penggunaan dan

penyebaran benih pada, palawija dan heoltikultura ;

. melakukan penyusunan laporan program intensifikasi  tanaman

padi, palawija dan holtikuitura, serta upaya perbalkan dan

diversifikasi menu yang merupakan sumber vitamin dan mineral;
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. melakukan kegiatan uii cobz fungsional dan il eoba verifiva-

si dari prototipe alat mesin pertanian hasil rancangn bangun

Gan ubah seni maupun hasil pengrajin atau pabrikan ;

. melakukan kegiatan pengadaan prototipe alat danmemsin perta-

nian serta alat dan mesin pertanian hasil ubanh sual ;

. melakukan kegiatan pembinéan, pemantauan, evaluasi dan penyu-

sunan laporan varietas padi, palwija dan hortikultura, pe-
ningkatan dan pengembangan mutu gizi, serta penggunaan dan
pengembangan mutu gizi, serta penggunaan dan pengembangan

alat dan mesin pertanian ;

. melaksanakan tugas—iugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 23

Seksi Perkebunan mempunyai tugas :

. memberikan pembinaan dan bimbingan pola tanaman, teknis

percocok tanamn dan pemanfaatan sarana produksi untuk pening-

katan produksi dan wmutu tanaman ;

mengadakan  bimbingan teknis pengolahan kebun benih, kebun
bibit dan kebun percontohan tanaman ;

. memberikaﬁ“'bémbinaan dan bimbingan teknis pemungutan dan

pengolahan perkebunan untuk memenuhi mutu produksi pasar dan
standart permintaan, pembinaan terhadép perlindungan Lanaman
serta pembinaan dalam pemanfaatan sumber daya perkebunan dan

perizinan ;

. mengadakan bimbingan dan promosi dalam pengembangan  dan

pemasaran hasil perkebunan ;

. melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, 1ling

kungan hidup dan energi yang digunakan untuk pengenbangan

perkebunan ;

menyelenggarakan  penyuluhan tentang penerapan teknologl
perkebunan serta kegiatan atau usaha-usaha vyang herkaitan
dengan peningkatan dan pengembangan perkebunan, seperti lomba
perkebunan, pameran pembangunan, membual percontohan, tamu
lapangan dan karya wisata petani perkebunan ;

. menyelenggarakan bimbimgan dan latihan bagi petani perkebunan

dan organisasi usaha tani perkebunan ;

nelaksanakan tugas—tudas idin yang diberikan oleh Kepala
Dinas. '

Pasal 24
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d.

b.

Pasal 24
Seksi Perkebunan membawahi 2 {(dua) Sub Seksi :
Sub Sexsi Tanaman Perkebunan dan Perlindungan Tanaman ;

Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tanaman Perkebunan.

Pasal 25

Sub Seksi Tanaman Perkebunan dan Perlindungan Tanaman

mempunyal tugas :

a.

melaksanakan pembinaan @an bimbingan pola tenam, teknis

bercocok tanam dan pemanfaatan sarand produksi dan mutu hasil

tanaman semisim maupun tanaman tahunan ;

menyelenggarakan pengelolaan kebun benih, kebun bibit dan
kebun pexcontohan tanaman semusim maupun tanaman tahunan,
serta ikut bertanggung jawab terhadap konservasi tanah dan

alr ;

. melaksandkan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelengga-

raan pembenihan dan pembibitan tanaman semusim maupun tanaman

tahunan ;

. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam hal cara dan

syarat-syarat pemungutan dan pengolahan hasil tanaman untuk
mempexolen mutu hasil produksi tanaman semusim maupun tanaman

tahunan yang standart sesuai permintaan pasar ;

. melaksanakan pengamatan atau pemantauan dan  identifikai

terhadap serangan hama penyakit tanaman dan kerugian akibat
tumbuhan pengganggu ;

. melaksanakan metode-metode pemberantasan dan pengendalian

vang paling berdaya guna terhadap gangguan hama, penyalit tan
tumbuhan perigganggu dengan memberikan pembinasn teknis, serta
menentukan jenis dan dosis pestisida sesuai petunjuk beserta

persiapan peralatannya ;

menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan uji di lapangan
terhadap perlindungan tanaman serta menyebarluaskan informasi

hasilnya ;

mengadakan evaluast hasil pengendalian hama, penyakit dan
tanaman pengganggu ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan vleh Kepala

Seksi  Perkebunan.

Pasal 26
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Pasal 6

Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tani Perkebunan

mempunyai tugas

a.

menye lenggarakan penyuluhan, pembinéan dan bimbingan kepada
petani perkebunan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketraw-

pilan ;

menyelenggarakan pendgolahan sarana penyuluhan dan dokunentasi

kegiatan lapangan ;

. menyelenggarakan persiapan lomba perkebunan dan  pameran

pembangunan, demonstrasi percontohan, temu lapangan dan karya
wisata dalam rangka pembinaan petani perkebunan ;

mengadakan pembinaan, bimbingan dan iatihan bagi petani
perkebunan dan organisasi usaha tani perkebunan ;

melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemanfaatan
sumber daya alam dan tenaga yang dimiliki oleh petani perke-
bunan, serta mepbantu mengusahakan kelancaran pengadaan
sarana produksi dan kredit ;

. memberikan informasi atas penanaman modal asing atau dalam

negeri dan pengadaan saprodi, pengembangan usaha perkebunan,
pemasaran hasil produksi, serta perkembangan dan pengubahan
harga hasil-hasil perkebunan ;

. melakukan penelitian, pengamatan atas persysratan perizinan

dan mengolah permohonan izin usaha tani perkebunan ;

. mengadakan indentifikasi masalah-masalah lahan ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Seksi Perkebunan.

Pasal 27

Seksi Peternakan mempunyal tugas :

. menyelenggarakan pembinaan terhadap petanl peternak, pembi-

naan dan bimbingan teknis beternak serta teknologi produksi
secara perorangan, kelompok atau badan hukum yang bergerak
dalam bidang-bidang peternakan ;

mengadakan bimbingan serta promesi dalam pengembangan  dan
perluasan pasar, pembinaan dalam pemanfaatan sarana produksi
hasil peternakan ;

. melaksanakan pengawasan pemanﬁaatan sumber daya lama, ling-

kungan hidup dan energi, perlindﬁnqan, pemberantasan, pence-
gahan, penanggulangan serta pengobatan penyakit hewan didalam
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d.

usaha pengembangan peternaxan ;
melaksanakan pengawasan penyakit serta pengaruhnya terhadap

kesehatan masyarakat veteriner dan melaksanakan pengamatan

. dan mﬂnggna};sa"pgpgggi§;hewam ;

. membarta péhgawasan'térhédap'pembuatan,'persediaan, peredaran

e

| dar pemakalan vhksin, serta dan Biuvloyik wntukihewan dan obat
hewan ;

£. méhgéﬁaﬂén bimbingan dalam bidang penyediasan penyebaran bibit
dan penggunaan bibit ternak serta inseminasi buatan ;

g. mengadakan pewbinaan dan bimbingan dibidang penyediaan mana-
kanan ternak, penggunaan manakan ternak dan pemanfzatan
hasil-hasil ikutannya atau hasil buang limbah industri ;

h. menyelenggarakan penyuluhan tentang produksi ternak, kese-
hatan hewan, usaha peternakan dan perizinan ;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Pasal 28
Seksi Peternakan membawahi 3 {tiga) Sub Seksi :

a. Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tana Peternakan ;

b. Sub Seksi Kesehatan Hewan ;

c. Sub Seksi Bina Produksi Peternakan.

Pasal 29
Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Peternakan mempunyai
tugas :

a. melakukan demontrasi dan percontohan di lapangan untuk mem-
beri contoh tentang cara atau hasil penerapan teknoloyi
peternakan, dan pembinaan kelompok-kelompok tani ternak untuk
lebih mengefektifkan kegiatan penyuluhan yang efisien ;

b. melakukan latihan dan kunjungan langsung kepada kelompok tani
dan perorangan, dan nelakukan lomba ternak perorahgan, kelom-
pok tani serta pameran pembangunan ;

c. mengolah permchonan izin usaha peternakan, mengeluarkan
syarat keterangan pemilik ternak dari daerah ke deaerah lain
dan sebaliknya ;

d. melaksanakan bimbingan usaha pengolahan, petunjuk dalam usaha

meningkatkan mutu hasil clahan, dan melakukan pengawasan mitu
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hasil ternak j;
memberikan ketentuan landasan usaha mendirikan ruman potong
hewan, laboratorium kesehatan hewan, kebun bibit hijauan

makanan ternak dan unggas ;

melakukan monitoring dJan evaluasi harga ternak dan hasil
ternak, pengawasan penggunaan timbangan ternak dan memberikan

informasi harga dan pemasaran ternak ;

melakukan usaha pelayanan permodalan dari pihak lain dan
mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Peternakan.

Pasal 30
Sub Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

melaksanakan pengamaban awal terjadinya penyakit, mengambil
spisimen bersama dan menetapkan beaya pemeriksaan pada labo-

ratorium ;

membantu pelaksanaan karantina, menetapkan wilayah vaksinasi
tertilar waspada, terencana dan lain-lain dan melaksanakan

vaksinasi termasuk menyediazkan tenaga vaksinator ;

. melaksanakan pemberantasan penyakit, pos pelayanan kesehatan

hewan, pengobatan hewan dan penutupan wilayah berjangkit
wabah penyakit hewan ;

. melakukan pemeriksaan ante dan post wmortem ternak potong,

pemeriksaan Imutu susy, pengavasan penyakit zoonosis dan
pengawasan tempat-tempat penjualan telur, susu dan daging ;

melakukan bimbingan teknis penglohan susu, memberikan surat
keterangan asal dan kesehatan daging dan susu yang akan dike

luarkan dari daézahnya ;

- membantu pengawasan perusahaan bibit asal hewan, pemeriksaan

higine dan sanitasi perusahsan pelernskan atau rumah potong
hewan ;

. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentany perizinan hewan

piaraan, Rancangan Peraturan Daerah pemeriksaan dokar, cikar
dan alat angkut lain serta ternak atau hewan tunggang, tarlk
dan beban ;

membantu pengawasan pembuatan dan pewakaian ransum makanan
ternak vang menggunakan bahan baku obat hewan sebagai cam-
puran, pengaturan prakitek dokter hewan ateu badan hukum vyang
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Mo larRsanandn usmnils penylliuiE pmirjubatan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Peternakan.

Pasal 31

Sub Seksi Bina Produksl Peternakan mempunyal tugas

. melaksanakan bimbingan penanamarl, pemanftaatan, pengawasan

bibit makanan ternak, dan membantu pengawasan ransam, pembi-
naan peningkatan mutu serta mengatur peredaran makanan

ternak ;

. meryiapkan lokasl pennyebaran dan pengembangan peta wilayah

potensi bibit ternak unggul ;

. melaksanakan seleksi dan kastrasi, inseminasi Dbuatan atau

penyebaran pejantan ternak atau unggas unggul serta bimbingan

pemeliharaan ternak ;

. melaksanakan identifikasi lokasi, pembinaan  identifikasi

potensi wilayah penyebaran dan pengembangan,peternakan ;

. melaksanakan penataan distribusl dan redistribusi ternak ;

. melaksanakan bimbingan pengembangan ternak di daerah pengen-

bangan ;

. melaksanakan tugas~tugas lain yand diberikan oleh FKepala

Seksi Peternakar.

Pasal 32

Seksi Perikanan mempunyal tugas

. memberikan pembinaan teknik dan teknologi, pembinaan usaha

perikanan dan perasarannya, serta mengolah informasi tentang

keadaan pemnasaran ikan ;

. mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran benih 1ikamn,

udang katak, bekicot dan biota perairan lainnya ;

. melaksanakan pembinaan permodalan dan organisasi nelayan

ataupun petani ikan Jalam wadah Koperasi Unit Desa (KUD} dan

para pengusaha perikanan dalam skala kecil ;

. melaksanakan pembinaan peningktan teknik dan mutu pengolahan

atau pengawetan lkan secara tradisionil dan tugas-tugas Yany
berhubungan dengan pemberian izin usaha pengolahan dan  pe-
ngavetan ikan yang menggunakan alat pengolah tradisional dan

jzin penangkapan dengan perahu tradisional ;

. melaxsanakan pembinaan prasarana dan sarana perikanan, pasca
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paren Gan peiyes2lJ0araan peialdaiydn ikan Gl pelyglaion peolis

ratan ikan dan sentra produksi ikan ;

. melaksanakan tugas pemberentasan dan pencegahan hama dan

penyakit ikan ;

. melaksanakan pengembangan ketrampilan bagi para nelayan,

petani ikan dan pengolahan ikan ;

. melaksanakan kegiatan penyuluhan di lapangan dan mencokupl

sarana-sarana penyuluhan ;

. wmelaksanakan tuyas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Pasal 33

Seksi Perikanan membawahi 2 (dua) Sub Seksi

. Sub Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perikanan ;

Sub Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan.

Pasal 34

Suby Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perlikanan mem-

punyal tugas

a.

[ai]

reryelenggarakan dan melaksanaxan bimbingan teknik dan tekno-
logi wusaha peningkatan produksi budli daya perikanan tradi-
sional dan penangkapan ikan éi perairan umum antara lain
waduk, danau, sungal, rawa dan sebagainya kepada nelayan
ataupun petani ikan ;

mengadakan anzlisis kebutuhan sarana produksi budi days
penangkapan tkan di perairan umum, di pedalaman serta menbe -~
rikan bimbingan pengadaannya ;

. merunuskan persyaratan dan prosedur pemberian izin, mengeva-

luasi permohona izin, menyiapkan rekomendasl perizinan di

bidang usaha perikanan tradisiocnal ;

. mengumpulkan, mengolah menganalisa data hama penyakit ikarn

dan 3jenis—jenis hayati pengganggu lainnya, serta melakukan
usaha—usaha pencegahan, pemberantasan penyakit dan  bimbingan

karantina ikan ;

. mengqumpulkan, mengolah dan menganzalisa data ganggquan biclo-

gik, fisik dan kimiawl, serts melakukan usaha-usaha pence-
gaharnya dengan mnelakukan pelestarian lingkungan  hidup,

pemilihan dan peningkatan penyediaan ikan ;

. melabeonakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
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(1)

(2

Sexsi Perikanan.

Pasal 35
Sub Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan mempunyal tugas :

mengadakan pembinaan untuk pengewmbangan teknologi pengolahan
atau pengawetan hasil perikanan yang dapat meningkatkan
produksi dar mutu, baik untuk konsumsi di dalam negeri maupun
ekspor ;

. mengumpulkan data mengenal Jenis, volume, harga dan peredaran

hasil perikanan dari daerah produsen maupun ke daerah konsu-

men ;

menyelenggarakan pembinaan sistem pemasaran hasil perikanan
dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani ikan,
produsen, menjaga kontinuitas persediaan ikan yang cukup bagi
konsumen dengan mutu tetap dalam keadaan baik, serta bharga

yang wajar ;

. melaksanakan pengadaan dan pengawasan teknis sarana penyulu-

han perikann dan peralatannya untuk menjaga agar siap dipakail
sewaktu-waktu, serta menyediakan dan mendistribusikan materi

penyuluhan yang sesual ;

. menbina sarana-sarana penyuluhan yany ada ¢i  daerab untuk

dikembangkan sebagai pusat informasi dan konsumsi ;

merencanakan can melaksanakan pengembangan ketrampilan kepada
nelayan, petani ikan dan pengolah ikan berupa bimbingan,

kursus atan iatihan ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Seksi Perikanan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung Jawab
langsung xepada Kepala Daerah sedang pertanggungiawaban
dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Setiap Pimpinan Kesatuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas
Pertanian Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordi-

nasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan
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{3) Kepala Dinas daiam melaksanakan tugasnya walib menerapkan
prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya mauptn
dalan hubungan antar Dinas/Instansi lainnya ;

{4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas pertanian Daerah mendapat

pembinaan teknis fungsional dari Dinas Lingkup Pertanian

Propinsi Deerah Tingkat I Jawa Timur.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 37

{1} Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah,
setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Timur ;

(2} Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas,
setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I Jawa Timur ;

(3) Kepala Urusan dan Kepala Sub seksi diangkat dan diberhenti-
kan oleh Kepala Daeran atas usul dari Kepala Dinas.

Pasal 38

Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LATN

Pasal 39

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Daerah adalah
sebagimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daeran ini serta
merupakan bagilan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

Pasal 40

Hal-hal vyang belum diatur dalam Peraturan Daerah Iini,
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan dlatur lebih lanjut oleh

Kepala Daerah.

B2
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Pasal 41

Unsur pelaksana Dinas Pertanian Daerah yang saat ini
berada @i tingkat Kecamatan akan diatur lebih lanjut sesuali

dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
kan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahul, memer intahkan penguan-
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 4 Pebruari 1992
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALJTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11
KOTAMADYR DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MGJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB WADIJONG, 5.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur
tanggal 25 Juli 1992 Nomor 360/P tahun 1332,

An. GUBFRNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
Jawa TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cab. ttd.
Drs. SCEDIITO

Pembina Utama Madya
NiP. 010 616 467
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Diurdangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerte
Nomor : 4/C tahun 1992 Seri C pada tanggal 27 Agustus 1952.

An. WALIKCTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I1
MODJOKERTGO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Drs, BOIMIN
Pembinz

NIP. G10 045 241
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ATAS

PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR & TAHR 19%2

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNABN ORGRNISASTI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya
guna dan berhasil guna dibidang Pertanian Tanaman pangan, Bidang Perkebunan,
Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan sejalan dalam upaya pelaksanaan titik
berat Otonomi di daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung Jjawab, serta
dengan memperhitungkan prinsip efektif dan efisien yang berdasarkan pada
potensi wilayah, beban kerja serta yang kondisi dan kebutuhan daerah, maka
dipandang perlu untuk membentuk Dinas Pertanian Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto dalam suatu Peraturan Daerah.

Tugas Dinas Pertanian Daerah dimaksud mencakup dari realisasi Peratu-
ran Dserzh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4, 5, 6 dan 7 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timax
di Bidang Pertanian Tanaman pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan

Bidang Perikanan.

. PENJELASAN PASAL, DEMI PASAL

Pasal 1 sampal dengan Pasal 42 : Cukup jelas ;

—00000-
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